Menimbang

Mengingat

BUPATI PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR 120 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KERJA SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 142 ayat

(1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka  Panjang  Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah, maka Perangkat Daerah wajib
menyusun Rencana Kerja Sekretariat DPRD sebagai
pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat
Daerabh;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten
Pasuruan Tahun 2024;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945S5;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2
Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2730);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
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Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Republik
Indonesia Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Nomor 82 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 143
Tahun 2022, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 244 Tahun
2014, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5657);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008  tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor
114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun
2019 (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 6402);
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Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

13.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan

19.

15.

16.

17.

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1990)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor
76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden
Nomor 87 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2021 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008
tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan
Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 157) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011
tentang Perubahan atas (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 927);

Peraturan Menteri -Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka  Panjang  Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang  Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur

Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
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18.

19.

20,

21.

23

23.

24.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun
2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi
Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam
Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023;

Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 41 Tahun 2023
tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa
Timur Tahun 2024 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur
Tahun 2023 Nomor 41 Seri E);

Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun
2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2005-2025 (Lembaran
Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2008 Nomor 02,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor
204);

Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2016
Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 290)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 8 Tahun
2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2021
Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 336);

Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 12 Tahun 2023 tentang
Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun
2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 12);

Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 112 Tahun 2023 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan
Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun
2022 Nomor 112).

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2024

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasuruan.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasuruan.



3. Bupati adalah Bupati Pasuruan.

4. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah
dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

S. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra
Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk
periode 5 (lima) tahun.

6. Rencana Kerja Sekretariat DPRD yang selanjutnya disingkat Renja Sekretariat

DPRD adalah dokumen perencanaan Sekretariat DPRD untuk periode 1 (satu)
tahun.

7. Rencana Kerja dan Anggaran Sekretariat DPRD yang selanjutnya disingkat
RKA Sekretariat DPRD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang
berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Sekretariat
DPRD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

Pasal 2

Renja Sekretariat DPRD Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan
Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 3

Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 berpedoman pada
Renstra Sekretariat DPRD dan hasil evaluasi Renja Sekretariat DPRD tahun lalu.

Pasal 4

(1) Renja Sekretariat DPRD Tahun 2024 disusun dengan sistematika
penyusunan sebagai berikut :
BABI :PENDAHULUAN,
BAB Il : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU,
BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH,
BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH,
BABV : PENUTUP.

(2) Renja Sekretariat DPRD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Renja Sekretariat DPRD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
menjadi pedoman bagi Sekretariat DPRD dalam menyusun RKA Sekretariat
DPRD.



Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 2 Agustus 2023
BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 2  Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASURUAN,

ttd.

YUDHA TRIWIDYA SASONGKO
YUDHA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2023 NOMOR 120
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RENCANA KERJA
SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2024

BAB I
PENDAHULUAN

Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah menyebutkan bahwa pemerintah daerah diberikan kewenangan
untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut
asas otonomi dan tugas pembantuan dalam sistem dan prinsip Negara
Kesatuan Republik  Indonesia  dengan tujuan meningkatkan
kesejahteraan masyarakat.

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, disusun
suatu perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam
sistem perencanaan pembangunan nasional.

Kewenangan tersebut adalah dalam hal menentukan dan
melaksanakan kebijakan menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi
masyarakat mulai dari perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan,
pengawasan serta evaluasi.Oleh karena itu, dalam implementasinya
pelaksanaan otonomi daerah harus terencana dan sinergis dengan
perencanaan pemerintahan yang lebih tinggi dengan tidak
menghilangkan nilai kekhasan setiap daerah.

Rencana Strategis (Renstra) merupakan suatu proses secara
sistematis dan berkesinambungan yang berorientasi pada hasil yang
ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun,
dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau
yang mungkin timbul. Proses ini menghasilkan suatu rencana strategis
instansi pemerintah, yang setidaknya memuat visi, misi, tujuan,
sasaran, strategi, kebijakan dan program serta ukuran keberhasilan dan
kegagalan dalam pelaksanaannya.

Rencana kerja tahunan disusun berdasarkan pedoman
sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008
tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.



Dalam Peraturan Pemerintah tersebut disebutkan bahwa perencanaan
pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-
tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku
kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber
daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam
suatu lingkungan wilayah /daerah dalam jangka waktu tertentu.

Rencana kerja tahunan merupakan rencana pelaksanaan tujuan,
sasaran, program dan kegiatan tahunan dan merupakan penjabaran visi,
misi, dan arah kebijakan yang ada pada Renstra OPD maupun, serta
kerangka pendanaan yang bersifat indikatif dalam penyelenggaraan
pemerintahan yang bermuara pada pertanggungjawaban atas
peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pasuruan.

Renja OPD adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode satu
(1) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan
baikyang dilaksanakan langsung oleh pemerintahan daerah maupun yg
ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Renja OPD
merupakan sebuah dokumen rencana resmi daerah yang
dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan
OPD khususnya, dan pembangunan daerah pada umumnya.

Renja OPD memiliki fungsi yang sangat fundamental dalam sistem
perencanaan daerah, karena Renja OPD merupakan produk
perencanaan pada Unit Organisasi Pemerintah terendah dan
terkecil. Renja OPD berhubungan langsung dengan pelayanan pada
masyarakat yang merupakan tujuan utama  penyelenggaraan
pemerintahan daerah. Kualitas penyusunan Renja OPD sangatlah
menentukan pada kualitas pelayanan pada publik.

Proses penyusunan Renja OPD dimulai dengan persiapan
penyusunan Renja OPD dengan mengumpulkan pengolahan data dan
informasi. Menganalis gambaran pelayanan OPD untuk menentukan
isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD sehingga
perumusan tujuan dan sasaran yang dihasilkan berdasarkan review
hasil evaluasi renja OPD tahun lalu berdasarkan Renstra OPD yang
didasarkan pada penalaahan rancangan awal RKPD. Selanjutnya
menjadi perumusan kegiatan prioritas yang juga didasarkan kepada
penelaahan usulan kegiatan masyarakat.

Prinsip-prinsip di dalam penyusunan rancangan Renja OPD,
adalah sebagai berikut:

1. Berpedoman pada Renstra OPD dan mengacu pada rancangan
awal RKPD;



2. Rumusan program/kegiatan di dalam renja OPD didasarkan
atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan
pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan
mempertimbangkan pagu indikatif masing-masing OPD;

3. Penyusunan Renja OPD bukan Kegiatan yang berdiri sendiri,
melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan
penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian
kegiatan penyusunan APBD;

4. Rumusan program/kegiatan di dalam renja OPD didasarkan
atas pertimbangan wurutan urusan pelayanan wajib/pilihan
pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan
mempertimbangkan pagu indikatif OPD;

5. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur
dan target capaian kinerja,keluaran, biaya satuan per keluaran,
total kebutuhan dana, baik untuk tahun n dan tahun n+1.

Keterkaitan Renja OPD dengan dokumen RKPD dan Renstra
OPD merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena
didalam Renja OPD merupakan penjabaran dan adanya hubungan
keselarasan dengan dokumen daerah yang ada di atasnya seperti
RPJMD, Renstra OPD dan RKPD. Renja OPD merupakan masukan
utama bagi penyusunan RKP, Renstra OPD, dan RPJMD, bagi RKA OPD,
KUA, PPAS, dan RAPBD.

Tugas Pokok dan Fungsi Sekretaris DPRD

a. Tugas Pokok
Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi
keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta
menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang
diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya
sesuai dengan kebutuhan.
Fungsi
1). Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
2). Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
3). Fasilitasi penyelenggaraan rapat-rapat DPRD; dan
4). Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan

oleh DPRD.

b. Sekretaris DPRD membawahi
1). Bagian Umum dan Keuangan
2). Bagian Persidangan Dan Perundang-Undangan



3).

Bagian Fasilitasi Penganggaran Dan Pengawasan

1. Bagian Umum dan Keuangan

a. Tugas Pokok

Menyelenggarakan kegiatan ketatausahaan, dan administrasi
kepegawaian, merencanakan, memelihara, mengamankan sarana
kebutuhan rumah tangga DPRD, menyelenggarakan penatausahaan
keuangan sekretariat DPRD, melaksanakan pengelolaan Keuangan
Pimpinan, Anggota dan Sekretriat DPRD dan Sekretariat DPRD..

b. Fungsi

(1).
2.
3.
.
(5.
®).
™.

8.

©).

(10).

an.

(12).

(13).

(14).

(15).

(16).

a7).

(18).

(19).

(20).

21).

menyelenggarakan ketatausahaan Sekretariat DPRD;

mengelola kepegawaian Sekretariat DPRD;

mengelola administrasi keanggotaan DPRD;

memfasilitasi pelaksanaan peningkatan kapasitas anggota DPRD;
mengelola tenaga ahli sesuai dengan kebutuhan DPRD;
menyediakan fasilitasi fraksi DPRD;

menyelenggarakan pengadaan dan pemeliharaan kebutuhan
rumah tangga DPRD;

menyelenggarakan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan
prasarana DPRD;

menyelenggarakan pengelolaan asset yang menjadi  tanggung
jawab DPRD;

menyusun perencanaan anggaran Sekretariat DPRD;

mengevaluasi bahan perencanaan anggaran Sekretariat DPRD;
memverifikasi perencanaan kebutuhan rumah tangga
Sekretariat DPRD;

memverifikasi kebutuhan perlengkapan sekretariat DPRD;
menyelenggarakan penatausahaan keuangan Sekretariat DPRD;
melaksanakan pengelolaan keuangan Pimpinan, Anggota dan
Sekretariat DPRD;

mengoordinasikan pengelolaan anggaran Sekretariat DPRD;
memverifikasi pertanggungjawaban keuangan Sekretariat DPRD;
mengevaluasi laporan pertanggungjawaban pengelolaan
keuangan Sekretariat DPRD;

mengkoordinir dan mengevaluasi laporan keuangan Sekretariat
DPRD;

mengevaluasi pengadministrasian dan akuntansi keuangan
Sekretariat DPRD;

menyusun laporan kinerja dan anggaran Sekretariat DPRD;



(22). pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris
DPRD
€. Bagian Umum dan Keuangan membawabhi :
1). Sub Bagian Tata Usaha
Tugas

(1).
2.
3.
“@.

(5).
(©).

.

melaksanakan surat menyurat dan naskah dinas Sekretariat
DPRD dan Pimpinan DPRD

melaksanakan kearsipan;

menyusun administrasi kepegawaian,;

menyusun rencana kerja operasional kegiatan pelayanan
administrasi kepegawaian;

menyiapkan bahan administrasi kepegawaian;

menganalisis kebutuhan dan merencanakan penyediaan
tenaga ahli; dan

menyiapkan bahan administrasi pembuatan daftar urut
kepangkatan dan formasi pegawai.

2. Bagian Rapat dan Peraturan Perundang-Undangan
a. Tugas Pokok
Melaksanakan penyediaan kebutuhan dari persiapan, pelaksanaan

dan pelaporan kegiatan rapat-rapat dan kunjungan kerja DPRD,

penerbitan dan penggandaan produk hukum, penyediaan produk

hukum sesuai dengan kebutuhan dalam proses pembuatan Peraturan

Daerah dan Keputusan DPRD, penyediaan tenaga ahli, dan

kehumasan dan protokol.

b. Fungsi

(D).
2).

(3).

).

(5.

(©).

(7).
(8).

menyelenggarakan kajian perundang-undangan;

memfasilitasi penyusunan program pembentukan peraturan
daerah;
memfasilitasi penyusunan Naskah Akademik dan draf Raperda

memverifikasi, mengevaluasi dan menganalisis produk

penyusunan peraturan perundang-undangan
mengumpulkan bahan penyiapan draf Raperda Inisiatif;
memfasilitasi penyelengaraan persidangan;

menyusun risalah rapat;
mengoordinasikan pembahasan Raperda;



.

(10).
(11).
12).
(13).
(14).
(15).
(16).

memverifikasi, mengoordinasikan dan mengevaluasi daftar
Inventaris masalah {DIM);

memverifikasi, mengoordinasikan dan mengevaluasi risalah rapat
menyiapkan bahan penyusunan rancangan Rencana Kerja DPRD;
menyelenggarakan hubungan masyarakat

menyelenggarakan publikasi; dan

merancang administrasi kunjungan kerja DPRD;
menyelenggarakan keprotokolan

pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris
DPRD

3. Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan
a. Tugas Pokok
Menyelenggarakan funsi dukungan penyelenggaraan tugas dan fungsi

DPRD bidang Penganggaran dan Pengawasan.

b. Fungsi

(1).

(2).

3.

“).

(5).

®.

.
8.

(9).

(10).

(11).

(12).

(13).

memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan pembahasan
KUA PPAS /KUPA PPAS perubahan;

memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan pembahasan
APBD/APBDP;

memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan pembahasan
Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;

memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan pembahasan
laporan semester pertama dan prognosis enam bulan berikutnya ;
memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan pembahasan
laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah;
memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan pembahasan
terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RJ;

merancang bahan rapat-rapat internal DPRD;

memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan aspirasi
masyarakat;

memfasilitasi, mengoordinasikan dan mengevaluasi rumusan rapat
dalam rangka pengawasan,

memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan pelaksanaan
penegakan kode etik DPRD;

memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan dukungan
pengawasan penggunaan anggaran;

memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan pengawasan
pelaksanaan kebijakan;

memfasilitasi reses DPRD;



(14). memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan penyusunan

Pokok — pokok pikiran DPRD;

(15). merencanakan kegiatan hearing/dialoq dengan pejabat pemerintah

dan masyarakat;

(16). memfasilitasi, memverifikasi,dan mengoordinasikan persetujuan

kerjasama daerah;

(17). pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris

DPRD.
4. Kelompok Jabatan Fungsional
1. Tugas Pokok

melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing -
masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang - undangan.

Bagan Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan adalah

sebagai berikut :

SEKRETARIAT DPRD

AL anud

BAGIAN UMUM DAN BAGIAN PERSIDANGAN DAN BAGIAN FASILITASI
KEUANGAN PERUNDANG-UNDANGAN PENGANGGARAN DAN
PENGAWASAN
1 H H
bamaaSan o : :
E SUR ROORDINATOR SA SOCROINATOR
SUB BAGIAN : wmnu ”mmt
TATA LISAHA DAN : FUNGSIONAL FUREIONAL
SUS SOORIINATOR :
s KELORMNOR.
LARATAR '




1.2 Landasan Hukum

1.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan
Daerah Kabupaten di Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2730);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Republik Indonesia
Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4700);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Nomor 82 Tahun
2011, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234};

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Nomor 244 Tahun 2014, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5657);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata
Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4817);



10.

11.

=

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun
2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutama{an
Gender Di Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor : 114 Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5887);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Tahun 2017 Nomor : 73 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4578);

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 No 1990);

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020
Percepatan Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan
Nasional;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang
Perubahan-Perubahan Atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 15 Tahun
2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan
Gender di Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja



1.3

19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.

26.

27.

Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan
dan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 Tahun 2021 tentang
Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2008 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pasuruan
Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun
2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan
Nomor 204);

Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan
Lembaran Daerah Nomor 290);

Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 1 Tahun 2019
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah
Kabupaten Pasuruan Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran
Daerah Nomor 318);

Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Pengarusutamaan Gender.

Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 12 tanggal 31 Maret
2023 tentang RPD Kabupaten Pasuruan.

Peraturan Bupati Pasuruan Nomor ... Tahun 2024 tentang Rencana
Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023
(Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor ...,
Tambahan Lembaran Daerah Nomor ...)

Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja Tahunan adalah memberikan

arah penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan

untuk jangka waktu satu tahun mendatang, dalam rangka kelanjutan

pembangunan lima tahun, sehingga secara bertahap dapat mewujudkan

cita-cita masyarakat Kabupaten Pasuruan.



Tujuan penyusunan Rencana Kerja Tahunan adalah:

1. Renja disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara
perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan
pembangunan daerah.

2. Renja digunakan sebagai pedoman dalam menyusun rencana kerja
anggaran (RKA) sebagai tahap awal untuk dijadikan dokumen
penggunaan anggaran (DPA) yang merupakan pedoman
pelaksanaan kegiatan OPD tahunan.

1.4 Sistematika Penulisan
Rencana kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan disusun
dengan Sitematika sebagai beikut :
BAB1 PENDAHULUAN
Bab ini berisi latar belakang, Landasan hukum, Maksud dan
Tujuan penyusunan Renja OPD, serta penjelasan mengenai
Sistematika penulisan.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU
Bab ini menjelaskan sejauh mana evaluasi pelaksanaan Renja
OPD tahun lalu dan capaian Rentra OPD, Analisa kinerja
pelayanan OPD serta isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan
fungsi OPD, Review terhadap renlcana awal RKPD dan
penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.
BAB III TUJUAN DAN SASARAN
Bab ini mengambarkan penelaahan terhadap kebijaksanaan
Nasional Tujuan dan Sasaran Renja OPD serta Program dan
Kegiatan.
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT
DAERAH

BABV PENUTUP
Bab penutup berisikan catatan penting yang perlu mendapat
perhatian, dan kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut.



BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra
OPD

Evaluasi Pelaksanaan Renja digunakan untuk menilai
keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai
dengan sasaran target program dan kegiatan yang telah ditetapkan guna
mewujudkan tujuan yang ditetapkan. Evaluasi Renja dilakukan dengan
menggunakan metode komparasi pembandingan, yaitu membandingkan
antara rencana kerja dengan realisasi kinerja yang dicapai organisasi.
Setelah itu, akan dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya celah
kinerja yang terjadi serta tindakan perbaikan yang dilakukan dimasa
yang akan datang.

Faktor- faktor penyebab tidak tercapainya target dari beberapa
program/kegiatan yang sudah dilaksanakan,diantaranya: Seringnya
terjadi perubahan kebijakan secara nasional terkait dengan pelaksanaan
tugas dan fungsi SKPD ; Lemahnya pemahaman terhadap tupoksi
aparatur; Pelaksanaan yang sangat hati-hati dan taat peraturan yang
ada; Konsistensi Anggota DPRD terhadap jadwal kegiatan yang telah
ditetapkan masih kurang.

Adanya target capaian program yang ada dalam Renstra dapat
menimbulkan implikasi - implikasi yang mampu mendorong kinerja
SKPD untuk menciptakan perencanaan yang lebih berkualitas, efektif
dan professional, diantaranya: Tersedianya anggaran operasional yang
cukup. Tersedianya Tata Tertib DPRD berdasarkan Peraturan DPRD
tersebut sangat mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat
DPRD. Terjalinnya hubungan yang harmonis antara Sekretariat DPRD
dengan DPRD. Tersedianya sarana dan prasarana yang cukup.
Kedudukan Sekretariat DPRD lebih strategis dengan ditetapkannya
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,

Kebijakan—kebijakan atau tindakan perencanaan dan
penganggaran yang perlu dilakukan untuk mengatasi faktor-faktor yang
mempengaruhi tidak tercapainya target kinerja adalah sebagai berikut :
Mengoptimalkan proses koordinasi dengan pihak ke-3,terkait dengan
perencanaan proyek dan penganggarannya; Kerjasama dengan pihak
stakeholders maupun SKPD terkait dengan data dan informasi yang
dibutuhkan kegiatan kedewanan; Meningkatkan kompetensi Sumber
Daya Aparatur Sekretariat DPRD untuk memenuhi semakin tingginyas



tandar kinerja DPRD melalui pemanfaatan perkembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi serta pengembangan dan pembinaan tim
kerja yang solid dalam rangka mewujudkan Sekretariat DPRD sebagai
institusi yang kapabel di bidangnya; Optimalkan ketersediaan dan
pemanfaatan sarana dan prasarana serta pengembangan kelembagaan
Sekretariat DPRD untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi
DPRD sebagai lembaga perwakilan;

Secara rinci evaluasi pelaksanan renja 2023 dan capaian renstra dapat
dilihat pada tabel 2.1



OPD : SEKRETARIAT DPRD

Tabel 2.1
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA OPD DAN PENCAPAIAN RENSTRA OPD S/D TAHUN 2024
(TAHUN BERJALAN) KABUPATEN PASURUAN

Target p;l‘ &
Realisa ogram,
é‘:‘“’ﬂ: sl Target dan Realisasi Kinerja | Kegiatan P"é‘“’a pmmn l,}.i:;’::’i
puts Target | Program dan Kegiatan Tahun | dan Sub Renstra PD s/d
3 ng:, i Kinerja 2021 Kegiatan Tahun 2022
Urusan/Bidang Urusan Kegintan Hasil (Tahun
Kod | FPemerintahan Daerah Indikator Kinerja Pro / / Sub Progra 2022)
o Slin. rontuun/ Keglatan / Sub Keglatan | Keglatan | 0 988 Realisasi |,y wat
Kegiatan/ Sub (Renst Keluara | Target | Realisasi Capaian Capai
Kegiatan PD n Perangk | Perangk Program P
) Tingkat Realisa
Tanuy | Kegiata | at 8t | Realisa e of
ns/d Daerah Daerah Kegiatan
i tahun Tahun Tahun si (%) s/d o,
(Kondisi Renstra
Akhir) 2020 2021 2021 tahun (%)
2022
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11"‘{]10/
2020
URUSAN PENDUKUNG
PEMERINTAHAN
Program Pelayanan PROSENTASE PEMENUHAN
Administrasi ADMINISTRASI ;
Perkantoran PERKANTORAN 100% 100% | 100% | 20%




Penyediaan Jasa Surat | Jumlah surat yang dikirim 4000 1000 1000

Menyurat melalui jasa kurir Pucuk Pucuk Pucuk 25%
Surat Surat Surat

Penyedia jasa Jumlah pembayaran rekening

komunikasi, listrik, air dan telepon 126? 276. 276.

sumberdaya air, listrik rekening Rekening | Rekening 20%

telemn ’ bulan Bulan Bulan

Penyediaan jasa Jumlah persediaan peralatan

peralatan dan dan perlengkapan kantor 2638

perlengkapan kantor £ 672 Unit | 672 Unit | 20%

Penyediaan Jsa Junlah Kendaraan Yang

Pemeliharaan dan Dipelihar i .

Sirrapngoni et Lo e el 1 15 24 Unit | 24 Unit | 25%

Dinas / Operasional

Penyediaan jasa Jumlah tim dan pengelola 840 168 168

administrasi kenangan | kegiatan orang- orang- orang- 20%
bulan bulan bulan

Penyediaan jasa Jumlah pembelian alat 420 84 84

kebersihan kantor kebersihan orang- orang- orang- 20%
bulan bulan bulan

Penyediaan alat-alat Jumlahpembelian ATK 840 Jenis 168 jenis | 168 jenis 20%

tulis kantor Kali kali kali D

Penyediaan barang Jumlah penggandaan barang ; . ;

cetakan dan cetakan 304 anls 7213:]?18 72;:]11."8 20%

penggandaan Kali

Penyediaan Komponen | Jumlah Pembelian Komponen

Instalasi 1152 . .

Bangunan Kantor

Penyediaan makanan JumlahkegiatanpengadaanMa 62900 12.580 12.580 20%

dan minuman min orang orang orang °




Penyediaan jasa Jumlah penyediaan jasa dan 2400 480 480
perkantoran layanan orang orang orang 25%
bulan bulan bulan
Penyediaan Bahan Jumlah Pembelian barang
Bacaan dan Peraturan | bacaan dan peraturan 7200 1.800 1.800
Perundang-undangan perundang-undangan eksempla eksempla | eksempla | 25%
r r r

Penyediaan Pakaian Jumlah Pakaian Kerja 15 20%
Kerja Potong 3 Potong | 3 Potong o
Program Peningkatan | PROSENTASE SARANA Prosentas
Sarana dan Prasarana | PRASARANA KONDISI BAIK e Sarana
Aparatur Koy 100% | 100% | 20%

Prasaran

a Kondisi

Baik
Pembangunan Gedung | Jumlah pembangunan sarana
AL deapasann 7 Unit 1Unit | 1Unit | 0,14%
Pengadaan Kendaraan | Jumlah pengadaan kendaraan
Dinas dinas 10 Unit 4 Unit 4 Unit 40%
Pengadaan Peralatan Jumlah pengadaan peralatan
kantor gedung kantor kantor 60 Unit 12 Unit 12 Unit 20%
Pemeliharaanrutin/ Jumlah ruang/gedung : : :
T 25 unit S unit 5 unit
berkala gedung kantor | dipelihara Kali Kkali kali 20%
Pemeliharaan rutin/ Jumlah kendaraan dinas yang
berkala kendaraan mendapat pemeliharaan g .
i i 900 unit 180 unit | 180 unit

dinas Ops (service dan BBM) Kali Kkali kali 20%




i mpea;]“agﬁ“/ g;‘r?ilshdﬁepzlﬁ,m ysngdl 815 unit 163 unit | 163 unit | 00
e kali kali kali
PROGRAM PROSENTASE KEPUASAN
PENINGKATAN ANGGOTA DPRD TERHADAP
KAPASITAS LEMBAGA | LAYANAN PENINGKATAN Prosentas
DPRD KAPASITAS LEMBAGA DPRD e
Fasilitasi 100% 100% 20%
Fungsi
DFPRD
Pembahasan rancangan | Jumlah Raperda yang dibahas 75 12 12 16%
peraturan daerah Raperda Raperda | Raperda
Hearing /Dialog dan Jumlah laporan hasil 120 24 24
Koordinasi dengan sosialisasi Laporan Laporan | Laporan
pejabat Pemda dan Hasil Hasil Hasil 20%
Tokoh Masyarakat/ Sosialisa Sosialisa | Sosialisa
Agama si si si
Rapat-Rapat Paripurna | Jumlah rapat Paripurna 140 Kali 28 Kali 28 Kali
Paripurn Paripum | Paripurn 20%
a a a
Kegiatan Reses Jumlah kegiatan reses/tahun 15 Kali 3 kali 3 kali 20%
Reses reses reses
Kunjungan Kerja Jumlah kunjungan kerja
Pimpinan dan Anggota 1040 208 208 20%
DPRD Luar Daerah Laporan S ¢ Dapo
Peningkatan Kapasitas | Jumlah Bimtek 20 4 4
) N Q,
glmpman dan Anggota i s Laporan | Laporan 20%
Pelantikan Antar Waktu | Jumlah PAW/tahun 10 kali 2 Kali 2 Kali 20%
DPRD PAW PAW PAW
LKPJ Bupati Jumlah Paripurna LKPJ 5 kali 1 Kali 1 Kali 5
20%
Laporan Laporan | Laporan




General check up

Jumlah Pimpinan dan

Pimpinan dan Anggota | Anggota DPRD yang 250
DPRD melaksanakan check-up Ori.n.f 50 Orang | 50 Orang | 20%
Pelantikan Pimpinan JumlahAnggota DPRD yang
DPRD dan Pelantikan dilantik O
Anggota DPRD masa 50 Orang
jabatan 2019-2024
2021 & 2022

URUSAN PENDUKUNG
PEMERINTAHAN
Program Penunjang
Urusan Pemerintahan 100% 100% 100% 20%
Daerah
Administrasi

Prosentase Pemenuhan 100% 100 20%
I;::;n:an Petunghat Administrasi Kenangan s ’ 0
Penyediaan Gaji dan J umlah Oran_g yang Menerima 100% 100% 100% 20%
tunjangan ASN Gaji dan Tunjangan DPRD
Penyediaan r
e B Lo e R B N R -

o en | do en

Kgﬁk PRRAD Thims Pelaksanaan Tugas ASN n
Administrasi Barang Meningkatnya administrasi
Milik Daerah Pada barang milik daerah pada 100% 100% 100% 20%

Perangkat Daerah

perangkat daerah




Jumlah Dokumen 10

Pengamanan Barang oy

. Pengamanan Barang Milik dokume
Milik Daerah Daerah SKPD <
ADMINISTRASI UMUM | jumiah terlaksananya 100%
PERANGKAT DAERAH | administrasi umum P
Penyediaan Komponen | Jumlah Paket Komponen
Instalasi Instalasi Listrik/Penerangan 360
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang paket
Bangunan Kantor Disediakan
Penyediaan Bahan Jumlah Paket Bahan Logistik 840
Logistik Kantor Kantor yang Disediakan paket
Penyedinan Barang Jumiah Paket Barang Cetakan 360
Cetakan dan dan Penggandaan yang et
Penggandaan Disediakan P
Penyedi Bahan Jumlah dokumen Bahan 7200

Bacaan dan Peraturan

Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan uang dokume
Perundang-undangan Disedial n
Fasilitasi Kunjungan Jumlah Laporan Fasilitasi 100
Tamu Kunjungan Tamu laporan

dokumen | dokumen 20%
100% 100% 20%
72 Paket | 72 Paket 20%
168 168
Paket Paket FO%
72 Paket | 72 Paket 20%
1800 1800 a
Dokumen | Dokumen 25%
12 12
Laporan | Laporan e




Pengadaan Barang

Jumlah Pengadaan Barang

SN Doanly Milik Daerah Penunjang 100% 100% | 100% | 20%
Penunjang Crussa Urusan Pemerintah Daerah
Pemerintah Daerah
Pengadaan Kendaraan | Jumlah Unit Kendaraan
Perorangan Dinas atau | Perorangan Dinas atau 10 unit 4 unit 4 unit 40%
Kendaraan Dinas Kendaraan Dinas Jabatan
Jabatan yang Disediakan
Pengadaan Sarana dan | Jumlah Unit Sarana dan
Prasarana Pendukung | Prasarana Pendukung Gedung 4 unit 2 unit 2 unit 20%
Gedung Kantor atau Kantor atau Bangunan
Bangunan Lainnya Lainnya yang disediakan
Penyediaan Jasa
Penunjang Urusan Prosentase terstedlanya Jasa 100% 100% 100% 20%
Pemerintahan Daerah penknjusy kentor
Penyediaan Jasa Surat | Jumlah Laporan Penyediaan 100 12 12 25%
Menyurat Jasa Surat Menyurat Laporan Laporan | Laporan

. Jumlah Laporan Penyediaan
Koyediaan Jasa | jasa Komunikasi, Sumber 100 Bt s P
daya Air dan Listrik Daya Air dan Listrik yang Laporan PO poran

Disediakan




Jumlah Laporan Penyediaan

12

12

5 e Jasa Peralatan dan 100

eralatan dan

Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor yang Laporan
Disediakan

: Jumlah Laporan

ggﬁycmuﬁfm Penyediaan Jasa Pelayanan 100

Karitor Umum Kantor yang Laporan
Disediakan

Pemeliharaan Barang | Persentase Pemeliharaan

Milik Daerah Barang Milik Daerah 100%

Penunjang Urusan Penunjangan Urasan

Pemerintahan Daerah | Pemerintah Daerah

Penryediaan Jasa

Pemeliharaan, Biaya Jumlah Kendaraan

Pemeliharaan dan Perorangan Dinas atau

Pajak Kendaraan Kendaraan Dinas Jabatan 900 Unit

Perorangan Dinas Atau | yang Dipelihara dan

Kendaraan Dinas dibayarkan Pajaknya

Jabatan

Penyediaan Jasa

gg:zm*;gﬁa Jumlah Kendaraan Dinas

dan Perizinan ' |atau Lapangan yang 900 Unit
Dipelihara dan dibayarkan

Kendaraan Dinas
Operasional atau
Lapangan

Pajak dan Perizimannya

Laporan | Laporan e
12 12
Laporan | Laporan i
100% 100% 20%
180 unit | 180 unit 20%
24 unit 24 unit 20%




Jumlah

Pefnellha.raan/ Rehabilit pemelit /rehabilitasi
asi Gedung Kantor dan gedung kantor dan bangunan 6 Unit
Bangunan Lainnya lainnya
Pepnehharaan/ Rehabilit Jumlah S it Pras
asi Sarana dan Prasana

Pendukung Gedumg Kantor
Perdukung Gedung : 170 Unit
Kantor atau Bangun Sl Bangunan La_u:u}y a yang
Lainnya Dipelihara/Direhabilitasi.
Layanan Keuangan Persentase kebutuhan
Dan Kesejahteraan layanan kesejahteraan DPRD 100%
DPRD yang dilaksankan

600

Penyelenggaraan Jumlah Anggota DPRD yang o
Administrasi Keuangan | Menerima Hak Keuangan Pe rg
DPRD DPRD Tahun
Diyediaan PAXEAN | Jumlah Paket Pakaian Dinas | 300

dan Atribut DPRD Paket
DPRD
Pelaksanaan Medial Jumlah Orang yang Mengikuti 250
Check Up DPRD Medical Check Up DPPRD Orang
Layanan Administrasi | Jumlah PAW/tahun yang 100%

DPRD

difasilitasi

5 Unit 5 Unit 20°%
168 Unit | 168 Unit 20%
100% 100% 20%
50 Orang | 50 Orang 20%
Per Bulan | Per Bulan
150 150
Paket | Paket | 207
50 Orang | 50 Orang 20%
100% 100% 20%




Fasilitasi Rapat

Jumlah Laporan Hasil

Koordinasi dan Fasilitasi Rapat Koordinasi La lomn
Konsultasi DPRD dan Konsultasi DPRD po
PROGRAM
DUKUNGAN Persentase Tugas dan Fungsi 100%
PELAKSANAAN TUGAS | DPRD yang Dilaksanakan
DAN FUNGSI DPRD
Pembentukan Prosentase jumlah raperda
Peraturan Daerah dan | yang disahkan menjadi 100%
Peraturan DPRD perda
Jumlah Dokumen Hasil
SrIaeiingnn Penyusunan dan Pembahasan 75
Peraturan Daerah dan Pr Pembertulan S Sari
Peraturan Daerah ogram = P
Peraturan Daerah
Pembahasan jumiah kebijakan anggaran 100%
Kebijakan Anggaran yang dihasilkan 8
; 28
Jumlah Dokumen Hasil
Pembahasan APBD Pembahasan APBD Dok:me
Pembahasan Jumlah Dokumen Hasil 10
Pertanggungjawaban Pembahasan Dokuem
APBD Pertanggungjawaban APBD n
Prosentase kegiatan
Fynssghaat pengingkatan kapasitas 100%

Kapasitas DPRD

anggota DPRD

Lapiran Lapiz:ra.n AR
100% 100% 20%
100% 100% 20%

La;ozran La:ozran R
100% 100% 20%

Dokii:en Dok;::nen -

Dokzmen Doln?men e
100% 100% 20%




20

Pendalaman tugas Jumlah Dokumen Hasil Dokume 4 4 20%
DPRD Pendalaman Tugas DPRD - Dokumen | Dokumen
Jumlah Dokumen Hasil 120 24 24
geunydm;%]gal\;zzn ; Penyelenggaraan Hubungan Dokume Dokueme | Dokueme | 20%
8 e Masyarakat n n n
Penyerapan Dan Prosentase laporan hasil
Penghimpunan reses yang masuk menjadi 100% 100% 100% 20%
Aspirasi Masyarakat epokir
. 15
Jumah Dokumen Hasil 3 3
P
elaksanaan Reses Pelak n Resss DOk:me Dokumen | Dokumen i
Fasilitasi Tugas DPRD | y oo oht fasilitasi tugas 100% 100% 100% | 20%
Koordinasi dan g - 1040
. Jumlah Laporan Hasil 208 208
Konsultasi Pelaksanaan Konsulyishdan Koardinss Dokume Dokumen | Dokumen | 20%

Tugas DPRD




2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Kinerja pelayanan setwan diantara berdasarkan indikator kinerja
sasaran yang di tetapkan di dalam renstra yaitu :
Sasaran : Meningkatnya fasilitasi terhadap keluhan masyarakat.
Indikator Sasaran : Prosentase keluhan masyarakat ke DPRD yang
berhasil difasilitasi.

Secara rinci pencapaian kinerja pelayanan Setwan dapat dilihat
pada tabel 2.2



Tabel 2.2

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN PASURUAN

Indikator
Kinerja sesuai Target Ta;get Relns:ra Realisasi Capaian Rasio Capaian pada
& Lainn:
Perangkat o
Daexrah
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 [ 2022 | 2023
(1) 2} (3) (4) B [ ©6 [ @ | 8 | @ |{10) ] {11) | (12) | (13) | (14) | (15) | {16) | (17) | (18} | (19}
IKM/SKM layanan 70 72 80 82 86 72 73 86 87 103 1101 | 1,08 | 106
Sekretariat DPRD
Prosentase 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% 1,00 (1,00 |1,00 | 1,00
aspirasi
masyarakat ke
DPRD yang
berhasil difasilitasi

Dari tabel tersebut di atas dapat dilihat bahwa Sekretariat DPRD dalam tiap tahunnya dari tahun 2019-2023 telah berhasil mencapai target kinerja yang

ditetapkan dalam Renstra Bappelitbangda Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023. Capaian kinerja ketiga indicator tersebut antara lain:

1. IKM/SKM layanan Sekretariat DPRD.
Realisasi kinerja sasaran tahun 2019 sebesar 72, tahun 2020 sebesar 73, tahun 2021 sebesar 86, tahun 2022 sebesar 87 dimana target yang telah

ditetapkan di tahun 2019 sebesar 70, tahun 2020 sebesar 72, tahun 2021 sebesar 80, tahun 2022 sebesar 82. Hal tersebut menunjukan rasio
capaian di tahun 2019 sebesar 1,03 tahun 2020 sebesar 1,01 tahun 2021 sebesar 1,08 tahun 2022 sebesar 1,06. Capaian indikator ini didukung

oleh program Administrasi,Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD.




2. Prosentase aspirasi masyarakat ke DPRD yang berhasil difasilitasi.
Realisasi kinerja sasaran tahun 2019 sebesar 100%, tahun 2020 sebesar 100%, tahun 2021 sebesar 100%, tahun 2022 sebesar 100% dimana target

yang telah ditetapkan di tahun 2019 sebesar 100%, tahun 2020 sebesar 100%, tahun 2021 sebesar 100%, tahun 2022 sebesar 100%. Hal tersebut
menunjukan rasio capaian di tahun 2019 sebesar 1, tahun 2020 sebesar 1, tahun 2021 sebesar 1, tahun 2022 sebesar 1. Capaian indikator ini

didukung oleh program Administrasi,Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD.



2.3

Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan adalah satuan organisasi di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan yang memberikan
pelayanan pembantuan kepada Pimpinan DPRD dalam
menyelenggarakan tugas dan kewenangannya yang secara teknis
operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan
DPRD serta secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati
melalui Sekretaris Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten
Pasuruan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan serta
Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan
tugas dan fungsi serta tata kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan
yang dalam pelaksanaanya mempunyai tugas pokok dan fungsi (Tupoksi)
yaitu merumuskan dan merencanakan segala kebutuhan Kkegiatan
DPRD.

Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD yang
dipimpin oleh Sekretaris DPRD. Sekretaris Dewan secara teknis
operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan
DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati
melalui Sekretaris Daerah.

Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi
kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas
dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengkoordinasi tenaga ahli
yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan
daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana pasal 3, Sekretariat DPRD
mempunyai fungsi :

1. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;

2. Penyelenggaraan adminstrasi keuangan DPRD;

3. Penyelenggaraan rapat-rapat DPRD; dan

4. Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh

DPRD.

Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan membawahi Bagian Umum,
Bagian Rapat dan Peraturan Perundang-undangan dan Bagian
Keuangan.Masing-masing Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Bagian
yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris DPRD.

Di dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Sekretariat
DPRD Kabupaten Pasuruan menghadapi permasalahan dan hambatan



2.4

antara lain sebagai berikut :

1. Rendahnya keterampilan dalam mengelola sarana dan prasarana.

2. Kurangnya kerjasama antar staf dan unit kerja.

3. Adanya tuntutan terhadap kualitas sarana dan prasarana.
Permasalahan dan hambatan yang dihadapi oleh Sekretariat DPRD

Kabupaten Pasuruan tersebut dapat mempengaruhi kinerja staf,

sehingga pelaksanaannya kurang optimal. Apabila tidak segera diatasi

akan berpengaruh terhadap tercapainya sasaran dari setiap program

kerja yang sesuai dengan visi dan misi Bupati Pasuruan.

Berdasarkan analisa tersebut, maka peluang yang dimiliki adalah
sebagai berikut:
1. Dukungan kebijakan dan anggaran dalam rangka peningkatan

kualitas sarana dan prasarana.

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap rencana awal RKPD dapat dijelsakan bahwa secara
keseluruhan program dan kegiatan sekwan telah diakomodir dalam
Ranwal RKPD. Namun demikian dari aspek besaran anggaran terdapat
sedikit peningkatan (tidak signifikan) berdasarkan perkiraan perubahan

harga satuan atau inflasi. Secara rinci dijelaskan pada tabel 2.4



TABEL 2.4
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2024
SEKRETARIAT DPRD

sesuan Benatra 2024-2026

Perencanaan, Tersedianys dok Perentcannai, Halrwran. Texssdinnya dok
i evaluasi yang selares 90.000.000 Perangieat Dasral evalunsl yang sclaras 90.000,000
Penyusunan Dokumen Bekwan | Tersusunnya Dokumen 4 Dokumen Penyusunan Doekumen Sekvan Tersusunnya Dokumen 4 Dokumen
Perencanaan Parangkat Perencanaan Peranghkat Perencanaan Peranglat Perencanaan Perangkat
Daerah Daerah Daersh Daerzh
$5.000.000 55.000.000
Evaluasi Kinerja 8ekwan | Terlaksananya Evaiuasi | 2 laporan Evaluasi Kinerja Perangkat | Selktwan Terlaksananya Evaluesi 2 faporan
Perangkat Daerah Kinerja  Perangkat Dasrah Kinerja Pecangkat
Daarah Daarah
35.000.000 35.000.000
Administras Kenangan Sekwan | Tersodianys laporan 100% Adwministrasi Keuangan Sokvean ‘srsodianyn laporan 100% 1
. ! B.786.664.002 ¢ ik, 5.786.664.002
m;dim %ﬁi datt Sekvwan Teu‘edimya Gayji dan { 364/tahun i Penyedinan Gaji dan Baltwan Tersedianya Gaji dan 364 ftahun
unjangan A Tunjangan ASN | 3.889.114.002 | Tunjangan ASN Tunjangan ASN 3.889.114.002




Penyediasm Adminiatrasi Belownn | Tersedianya Administrasi 12 Penyediaan Administrasi Scltwan. Tersedianya Administrasi 12 Dolkumen
Pelakasanaan Tugas ASN Pelalaansan Tugas ASN Deokumen Pelalanann Tugas ASN Pelaksanaan Tuges ASN
1.753.550.000 1,953.550.000
Pelaksanean Sekwan | Terlaksananys 12 Pelaksanaan Sekwan Terlakaananya 12 Dokumen
Penatausahnsn den Penatausahaan dan Dokumen Penatausshaan dan Penatansahaan dan
Pengujian /Verifilkani Pengujian/Verifkasi Pengujian/Verifikasi Pengujian /Verifikesi
Kenengan SKPD Keuangan 3KPD 144.000,000 | Keusngan SKPD Keuangen SKPD 144.000.000
Administrasi Sekwan | Terinksansnys 100% Adminigtrasi Barang Milik | Salroan Tedaksananyn 10075
Miifk Dacrab pada peagelolann BMD dangan Daerah pada Perangksat pangelolann RWD dengan
Peranghknat Daersh aik 400.000.000 | Desrah Rl 400.000.000
Emgammx% Barang Milik | Selkwan | Terlaksananys 2 Dokumen Pengamanan Barang Milik Sekwan Terlaksananya 2 Dokumen
aerah 8 Pengamaenan Barang Milik Daerah SKPD Pengamanan Barang Milik
Daerah SKPD RO RD/OTS Daerah SKPD A
Admisiyteasi Umam Sekwan | Tersedianya kebutuhan f L1 8 Administrasi Umum Sekwan Tersedianya Rebutuban 1007
Peranglet Dasrnb wsum peranghkat dserah Perangkst Daerah umum perangkat dassah
3.287.737.200 3.287.737.200
-
Penyedi:aan Komponen Sekwan | Tersedianya Kompounen 12 Paket Penyediaan Komponen Sekwan Tersedianya Komponen 12 Paket
Inatalosi Instalaai Inatajasi Inatalasi
Listrik/Penerangan Liatrikc/ Penetangan Liatrik/Penerangan Listrik/ Penarangan
Bangunan Kantor Bangunaen Kanter 121.501.000 Bangunan Kentor Bangunan Kator 121.%01.000
E:nyedll‘al?: Bahan Sekwan | Tersedianya Bahan 12 Paket Penyediaan Bahan Logistik | Sekwan Tersedianya Bahan 12 Paket
14 Lo int jati
gistik Kantor Logiatik Kantor 1.950.650.200 | Kmator Logiatik Kantor 1.950.650.200
Penyediaan Barang Sekwan | Tersedianya Barang 12 Paket Penyediaan Barang Cetakan | Selkwan Tersedianya Barang 12 Paket
Cetakan dan Cetekan dan dan Penggandaan Cetakan dan
dasn Ham 235.086.000 Penggandaan 235.086.000
Peniyediaan Bahan Sekwan | Tersedianya Bahan 12 Penyediaan Bahan Bacaan Sekwan Tersedianya Bahan 12 Dokumen
Bacann dan Peraturan Bacasn dan Peraturan Dokumen dan Pernturan Perundang- Bacasn dan Peraturan
Parundang-undengan Perundang-undangan undangan Perundang-undangan
265,000.000 265.000.000
Fasilitasi Kunjungan Sakwan | Terlaksananya Faailitasi 12 Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Sekwan Terlaksananys Fasilitasi 12 Laporan
Tamu Kunjungan Tamu 715.500.000 Kunjungan Tamu 715.500.000
Paogadann Barang Millk | Sekwan | Teslaksanapge % Pengadaan Sarang Milk Sekwan Terlaksananyn 5%
Daersh Pannnjeng pengadasn BMD Dasrah Pesunjang Urosan pengedasn BMD
- P 4.828.532.821 | Pesmevintah Daerah 4.828.532.821

Daszah




Pengadman Kenderaan Sekwan | Tersedianys Kendarasn 5 Unit Pengadaan Kenderasn Sekwan Tersedianya Kendaraan S Unit
Perorangan Dinas atau Perorangan Dinas atau Perorangan Dinas satau Perorangan Dinas atau
Kendaraan Dines Jabatan Kendaraan Dinas Jabatan Kenderaan Dinas Jabatan Keandaraan Dinas Jabatan
3.200.000.000 3.200.000.000

Pengadaan Sarana dan Sekwan | Tersedianya Serana dan 168 unit Pengadaan Sarana dan Sekwan Tersedianya Sarana dan 168 unit
Prasarana Pendukung Prasarana Psmdukung Prasarana Pendukung Prasarana Pendukung
Gedung Kantor atau Geadung Kantor atau Cadung Kantor atau Gedung Kmtor atau
Bangunan Lainnya Bangunan Lainnya 5.716.963.8p1 | Bangunan Lainnya Bangunan Lainnya 1.628.532.821
Panysdisan Jass Sekwan | Terpsmohinya 100% Penyodisan Jasn Sekwan Terpeanhinya 100%
Penunjang Urnean penunjang operesional Panonjang Urasan pennunjeng operasionul
Pemarintahan Pemesintahan
Penyediaan Jasa Surat Sehwan | Terlaksananya & Laporan Penyediaan Jasa Surat Sekwan Terlaksananya 6 Laporan
Menyurat Femyedizan Jasa Surat Menyurat Penyediasn Jasa Surat

Sy £.000.000 o 8.000.000
Peniyediaan Jasa Sekwan | Tersedianya Jasa 12 Laporan Penyedinan Jasa Sekwan Tersedianya Jasa 12 Laporen
Komumnikasi, Sumber Komunikawi, Sumber Komumnikasi, Sumber Deyn Komunikesi, Sumber
Diaya Air dan Listrik Daya Air dan Listrik 627.650.000 Air dan Listrik Daya Air dan Listrik 627.650.000
Penyediaan Jasa Sekwan | Tersedianya Jasa 12 Laporan Penyediaan Jasa Peralatan Sekwan Tersedianya Jasa 12 Laporan
Peralatan den Perulatan dan dan Perlengkapan Kantor Perslatan dan
Perlangkapan Kantor Perlangkapan Perlenghkapan

Kentor 234.228.000 Kantor 234.228.000
Pamsllharnan Barang Sekwan | Tersedianya BMD yung 100% Pemeliharaan Barnog Sekwan Tecsedisnys BMD yang 100%
Milik Duerah Penunjeng dapat beroperasl dengan Milik Daesnh  Penunjang dapat heroperasi dengan
Urnsan Pemerintahen balk 7.783.142.240 | Urnean Pemerintahan baik 7.763.142.240
Dasynk Deasrnh
Penyediaan Jasa Sekwan | Tersedianya.Jasa 24 Unit Penyediasn Jasa Sekwan Tersadianya Jasa 24 Unit
Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, dan Pajak Pemeliharann dan Pejak Pameliharasn, dan Pajak Pemeliharann dan Pajak
K_cndmm Kendaraan Perorangan Kendaramn Perorangan Kenidmraan Perorsngsn
D!.naa atau Kendaraen D@nu atau Kendaraan Dinas atau Kendarasn Dinag atau Kendarasn
Dinas Jabatan Dinas Jabatan 1.208.236.340 Dinas Jabatan Dinas Jabatan 1.308.236.340




Peniyedinan Jasa Sekwan | Tersedianya Jasa 24 Unit Pemysdiasn Jasa Sekwan Tersedianya Jean 24 Unit
Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Bigya Pamaeliharaan, Biaya
Pemsltharaan, Pajak dan Pemeliharaan, Pajak dan Pemaeliharasn, Pajak den Pemeliharaan, Pajak dan
Periginan Kendaraan Perizinan Kandaraan Perizinan Kendaraan Dinas Perizinan Kendaraan
Dinas Opecaaional atan Dinas Gperaaional atay Operasional atau Lapsngan Dinas Operasional atau
- o 110.290.900 bapang 110.290.900
Pomeliharaan/Rehabilitasi | Sekwan | Terlaksananya 5 Unit Pemeliharaan/Rehabilitasi Sekwan Terlaksananya 5 Unit
Gedung Kantor dan Pemeliharaan/Rehabilitas] Gedung Kantor dan Pemeliharaan /Rehabilitasi
Bangunan Latnnya Gedung Kantor den Bangunan Lainnya Gedung Kantor dan

Bangunan Lainnya Bangunan Lainnya

$.820.865.000 $.820.865.000

Pemeliharaan fRehabilitasi | Sekwan | Terlaksananya 168 Unit Pemeliharann { Rehabilitasi Solowan Terlakaananya 168 Unit
Sarana dan Prasarena Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pamaliharaan/Rehabilitasi
Pendukung Gedung Sarana den Prasarana Pendukung Qedung Kantor Sarana dan Prasarana
Kantor atau Bangunan Pendukung Gedung atau Bangunan Lainnya Pendukung Gedung
Lainnya Kantor atau Keuitor atau

Bangunan Lainnya 543.750.000 Bangunan Lainnya 543.750.000
Layanan Henangen dan Sekwan | Teslaksannnya 100% Layanan Keonsngan dan Seinsan Teciaksananyn 100%:
Hessjahteraan DPFRD operasicual anggots Essajahteraan DPRD oparaaional wagpetn

DPRD 4 P 34.425.289.642 DPRD dengap halk 34.425.389.642
Peniyelenggaraan Sekwan | Tersedianya Hak 50 Penyelenggaraan Selwan Tersedianya Hak 50 Orang.Bulan
Adminietrasi Keusngan Keuangan Anggota DPRD Orang. Bulan Administrasi Keuangan Keuangan Anggota DPRD
e 33.920.389.642 | DPRD 33.920.389.642
Penyediaan Pakaian Dinas | Sekwan | Terlaksananya 150 Palat Penyedisan Pakaian Dinas Sekwan Terlaksananye 150 Paket
dan Atribut DPRD Penyediaan Pakaian dan Atribut DPRD i Pakaian

Binas dan Dines dan

Atribut DPRD 380.000.000 Atribut DPRD 380.000.000
Pelaksanaan Medical Sekwan | Terlaksananya Medical SO Orang Pelaksanaan Medical Check | Sekwan Terlaksananys Medical S0 Crang
Chack Up DPRD Check Up DPRD 125.000.000 Up DPRD Check Up DPRD 125.000.000
Loyansn Adinindstoas Sekwan | Tersedianys Sasilitast 100% Adnrinirerasl Sekwan Tersodiaya fealtitasi 160%
DPRD aktifitan angyote DPRDY 621.385.000 DPRD aktifitas unggots DPRD $21.385.000
Penyelenggaraan Sekwan | Terlaksananya 2 Dokumen Panyelenggaraan Sekwan Terleksanianya 2 Dokumen
Administrasi Keanggotaan Penyelenggaraan Administrasi Keanggotasn Penyslenggaraan
DPRD Administrasi DPRD Administrasi

Keanggotaan DPRD 325.000.000 Keanggotaan DPRD 425 .000.000




Fasilitagi Rapat
Koordinesi dan Kenaultasi
DPRD

Sekwan

Terlakzananys Faailitasi
Repat Koordinasi dan
Konaultasi DPRD

2 Dokumen

206.385.000

Fazilitasi Rapat Koordinasi
dan Konsultasi DPRD

Sekowan

Terlaksananya Fasilitesi
Rapat Koordinmei dan
Konsultasi DPRD

2 Dokumen

296.385.000

Terpeauhinys layanam
Deasrah dan Peraimres pembentukan perda dan Dakumen Dacrah dan Permiuran pembeartakag perda dag
Penyusunan dan Sekwan | Terlaksananya 12 Penyusunan dan Selwan Terlaksananya 12 Dokumen
Pembahasan Program Penvusunian den Dokumen Pembahesan Program Penyusunan dan
Pembentulkan Peraturan Pembahasan Program Pembentukan Permturan Pembahasan Program
Daerah Pembentuken Peraturan Daerah Pembentukan Peraturan

Daerah 926.560.800 Daerah 926.560.800
Fasilitasi Peniyusunan Sekwan | Terlaksananya Fasilitasi 12 Faailitasi Penyusunan Selowan Terlakasnanya Fasilitasi 12 Dokumen
Penjelasan /Keterangan Perpusunan Penjelasan Dokumen Penjelasan /Ketersngan Penyusunan Penjelasan
Naskah Alcadenikc atau Keterangan Naskah Akademik atau Keterangan

dan/atau Naskah dan/atau Naskah

Akademik 780.000.000 Akademik 780.000.000
Penyusunan Tata Tertib Sekwan | Terausunnya Tata Tertib 1 Dokumen Penvusunan Tats Tertib Sekwan Tersusunnya Tata Tertib 1 Dokumen
DPRD DFRD 145.000.000 DFRD DFRD 145.000.000
Pembahasan Ksbijakan Sekwan | Prossutase rmpat 100% Pembabasan Kebijakan Sekwan Prosentase rapat 100%
Aaggaiti pembahasan anggaran Anggeran pembahasan anggaran

yong tersslanggara 590.335 yang tersslenygars

yong terjadwal yung tozjadwal
Pembahasan KUA dan Sekwan | Terlaksananys 1 Dokuman Pembahasan KUA dan PPAS | Sekwan Terlaksananya 1 Dokumen
PPAS Pemubahazan KUA dan Pembahasan KUA dan

FPAS 145,000,000 TR 145.000.000
Pembahasan Perubahan Sekwan | Terlaksananya 1 Dokumen Pembahasan Perubahan Sekwan Terlakasnanya 1 Dokumen
KUA dan Perubahan PPAS Pembahasan Perubshan KUA dan Perubahan PPAS Pembahasan Perubahan

KUA dan Perubahan PPAS KUA dan Perubahan PPAS

135.000.000 135.000,000




Pembahaznan APED Sekwan | Teriaksananya 28 Pembahasan APBD Sekwan Terlaksananya 28 Dokumen
Pembahasan APBD Delmmun | o0 nobats Pembahasan APBD 2.000.000.000
Pembahasan APBD Sekwan | Terlaksananya 1 Dokumen Pembahasan APBD Sekwan Terlaksananya 1 Dokumen
Perubahan Pembahasan APBD Perubahan Pembahasan AFBD
Rerhian 135.000.000 Perubahan 135.000.000
Pembahasan Sekwan | Terlalmsnanya 1 Pokumen Pembahagan Selowan Terlaksananya 1 Dokumen
Pertanggungjawabsn Pembabasan Pertanggungjawaban APBD Fembahasan
APBD Pertanggungjaweban Pertanggungjawaban
APBD 275,335.000 APBD 275.33%.000
Pengawasan Sekwan | Terlaksansnyn 100% Pengawaran Sekwan Terlaksananyn 100%
Peuysienggaraan PpEngrrTErn Panyslenggrrean pengawasan
Pemerintahan peayelenggaraan 275.000.000 Pemerintahan peuyslengguraan 2765.000.000
pemnorintah pemarintah
Pengawasan Tindak Sekwan | Terlaksanenya t Dokumen Pengawasan Tindak Lanjut Sakwan Terlakasananya 1 Dokumen
Lanjut Hagil Pemetikanan Pengawassn Tindalk Hanil Pamerikessn Laporan Pengawasan Tindak
Laporan Keuangan oleh Lenjut Hasil Pemeriksaan Keuangan oleh Baden Lanjut Hasil Pemeriksaan
Badan Pemerikaa Laporan Keuangan oleh Pemerilea Keuangan Laporan Keuangan olsh
Keuangan Badan Badan
i ag i 140.000.000 PN Ky megy 146.000.000
Pembahasan Laporan Sekwan | Terlaksananya 1 Dokumen Peinbahsasan Leporan Sekwan Terlaksananya 1 Dokumen
Keterangan Pembahasan Laporan Keterangan Pernbahssan Laporan
Pertanggungjawaban Ketarangan Pertanggungiawaban Kepala Keterangan
Kepala Daerah Pertanggungjawaban Daerah Pertanggungjawaban
Kepala Daerah 135.000.000 Kepala Daernh 135,000,000
Peninghatan Kapusitas Sekwan | Teslaksananyn 100% Peningkeian Kapasites Sekwan Teriaksananys 100%
DPRD keterpanubas layanan 23.779.001.000 DPRD Soberpennhan Inyamsn
3 " WTT9.001. peningkatan kapasitas 37.867.432.000
Jombage DPRD lembags DPRD
Qrientasi DFRD Sekwan | Tersslenggaranya 1 Dolumen Orientesi DPRD Selowan T a 1 Dokumen
Ee o o 750.000.000 gt 750.000.000
FPendalaman Tugas DPRD | Sakwan @ Terlaksananya 4 Dokumen Pendalameam Tugas DFRD Sekwan Terlaksananya 4 Dokumen
Pendelaman Tugas DFRD Pendalaman Tugas DPRD

4.668,.120.000

4.668.120.000




Publikaxai dan Sekwan | Terlaksananys 12 Publikasi dan Dokumentsai | Sekwan Terlaksananya 12 Dokumen
Bokumentasi Dewan Penyebarluasan Produk Dokumen Dewan Penyebarluasan Produk
Hukum Daerah, Publikesi Hukum Dasrah, Publikasi
dan Dokumentasi Dewan dan Dokumentasi Dewan
4.,04:0.000.000 4.000.000.000
Penyedj;mﬁlﬁl;r;l]?ok Sekwan Tersedianya Kelompel 8 orang Penyediaan Kelompok Pakar | Sekwan Tersedianya Kelompok 8 orang
Pekar i Pakar dan Tim Ahli 126.000.000 dagn Tim Ahli Pakar dan Tim Ahli 120.000.000
Penyediaan Tenaga Ahli Sekwan | Tersedianya Tenaga Ahli 7 Orang Penyediaan Tenaga Ahli Sekwan Tersedianya Tenaga Ahli 7 Orang
Frakai Frakai Fralai Frakai
450.000.000 450.000.000
Penyelenggaraan Selkwan | Terselenggaranya 12 Penyelenggaraan Hubungan | Sekwan Terselenggaranya 12 Dokumen
Hubungan Masysrakat Hubungan Maayarakat Dokumen | 23,665.881.000 | Masyarakat Hubungan Masyarakat 07.754.312.000
Emyu;;;gl Program Sekwan | Tersusunnya Rencana 1 Dokumen Penyusunan Program Kerja | Sekwan Terausunnya Rencena 1 Dokumen
S 5
erj Kerja DFRD 125.000.000 DPRD Kezja DPRD 125.000.000
Penyerapan dan Sekwan | Teslsksananys layanan 100°% Penyerapan dan Seicwan Tealaksananyn lxyunan 100%:
Penghimprosas dalam hal penyerapan Panghimpunan Aspilresd dalam hal penysrapan
dan perhimpunan 2.137.480.000 | Masyarakst dan perhimpunan 2.137.480.000
git:iyusurj)?gnpokok-%kok Sakwan | Tersusunnya Pokok- S0 Penyusunan Pokok-Pokok Sekwan Tersusunnya Pokok- 50 Dokumen
Pokok Pikiran DPRD Dokumen 138.900.000 Pikiran DPRD Pokok Pikiran DPRD 138.900.000
Pelaksanaan Reses Sekwan | Terlaksananya Resse 3 Dokumen Pelakeanaan Reses Sekwan Terlaksananya Reses 3 Dokumen
1.998.550.000 1.998.550.000
Palakzanaan dan Sekwan | Terpanubunys dokumen 100% Palaksanssn dan Bekwan Terpennhunys dokumen 100%
Pangwwasan Kode Etik polaksansan dan Pengnwasan Kods Edk pelaksansan dan
DPRD pengzvasas Kode Etk 127.450.000 | DPRD pengewesan Kode Etk 127.450.000
Anggots DPRD DPRD
Penyusunan Kode Etik Sekwan | Tersusunmya Kode Etik 1 Dekumen Penyusunan Kode Etik Selovan Tersusunnya Kode Ftik 1 Dokumen
DPRD dan Tata Berasara DPRD DPRD dan Tata Beracara DPRD
127.450.000 127.450.000
Fasilitasi Tugss DPRD Selwan | Teslaksananys lnyanan 100% Fasilitusi Tugas DPRD Selwan Terdaksananys lnyanan 100%
o Honjungsn Kesja DFRD 31.867.769.000 Kanjuogan Ketje DPRD 31.867.769.000
l(oordmas} dan Sekwan | Terlaksananya Keordinasi 12 Koordinasi dan Konsultasi Bekwan Terlaksananya Koordinasi 12 Dokumen
Konauitasi Pelaksanaan dan Konsultasi Dolcumen Pelaksanaan Tugsa DPRD dan Konsultasi
Tugns DPRD Pelaksanaan Tugas DPRD Pelaksanaan Tugss DPRD
31.567.769.000 31.567.769.000
i | 1ssonrzsros | g 1  suman | 134800725708

JUMLAH




2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan sebagai fasilitator berbagai
kegiatan DPRD dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya
melalui Permendagri 90 Tahun 2019 telah memetakan program, kegiatan
dan sub kegiatan Tahun 2024 yang memfasilitasi aktivitas dewan baik yang
berkaitan langsung dengan kepentingan dewan maupun kegiatan penunjang
guna kelancaran dan keberhasilan tugas dan fungsi DPRD.

Pada Tahun 2024 Sekretariat DPRD direncanakan akan mengelola
program dan kegiatan terdiri atas 2 program, 15 Kegiatan dan 45 sub
kegiatan. Dengan demikian Tahun 2024 Sekretariat DPRD tidak
menampung serta mengelola kegiatan yang berasal maupun atas usulan
pemangku kepentingan, kelompok masyarakat terkait langsung pelayanan
provinsi, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi atau dari
stakeholder lainnya. Tidak ada usulan lewat Musrenbang, karena kegiatan
di Sekretariat Dewan (Setwan) tidak bersentuhan langsung dengan
masyarakat, melainkan kegiatannya pelayanan terhadap anggota
Dewan,sebagaimana tabel 2.5

Tabel 2.5
Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dari Para Pemangku
Kepentingan Tahun 2024

Program/ Kegiatan/ Indikator Besaran/
No Sub Kegiatan Lokasi | “piperja | Volume Catatan
(1) 2) (3) {4 (5) (6)

Diisikan usulan

Musrenbang

Kabupaten Yang Di
akomodir




BAB III
TUJUAN DAN SASARAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
Indonesia memiliki modal dan potensi yang sangat besar, baik
sumberdaya alam, letak geografis yang strategis, struktur demografi penduduk
yang ideal, keragaman budaya dan sumber daya manusia yang memiliki
potensi dan kreativitas yang tidak terbatas. Hal tersebut merupakan dasar
untuk mewujudkan sasaran dan target pembangunan nasional yang
tercantum didalam visi RPJMN Tahun 2020-2024, yaitu “Terwujudnya
Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan
Gotong Royong.”, dengan 7 Misi yaitu :
1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas
dan Berkeadilan;

2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin
Pemerataan;

3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya
Saing;
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;

5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi
dan Pelayanan Dasar;

6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan
Perubahan Iklim; dan

7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan
Publik.

Dalam rangka mencapai tujuan nasional, bangsa Indonesia
dihadapkan pada tiga masalah pokok,yakni: (1) merosotnya kewibawaan
negara; (2) melemahnya sendi-sendi perekonomian nasional; (3) merebaknya
intoleransi dan krisis kepribadian bangsa. Tantangan utama pembangunan
dapat dikelompokkan: (1) dalam rangka meningkatkan wibawa negara,
tantangan utama pembangunan mencakup peningkatan stabilitas dan
keamanan negara, pembangunan tatakelola untuk menciptakan birokrasi
yang efektif dan efisien, serta pemberantasan korupsi; (2) dalam rangka
memperkuat sendi perekonomian bangsa, tantangan utama pembangunan
adalah pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan, percepatan
pemerataan dan keadilan, serta keberlanjutan pembangunan; (3) dalam
rangka memperbaiki krisis kepribadian bangsa termasuk intoleransi,
tantangan utama pembangunan mencakup peningkatan kualitas
sumberdaya manusia, pengurangan kesenjangan antar wilayah, dan

percepatan pembangunan kelautan.



Kebijakan merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh
yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam
pelaksanaan program/kegiatan guna kelancaran dan keterpaduan dalam
mewujudkan sasaran, tujuan serta visi dan misi instansi pemerintahan, dalam
hal ini Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan.

Kebijakan Sekretariat DPRD sedapat mungkin selaras dengan kebijakan
Kabupaten Pasuruan bahkan dengan kebijakan Pemerintah Pusat. Kebijakan

(umum) yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan Program dan kegiatan
adalah sebagai berikut :

“Meningkatkan Pelayanan Penyelenggaraan administrasi dalam menunjang
Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah®.

Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran pembangunan Tahun
2024, maka arah kebijakan difokuskan pada :
1. Meningkatkan program penunjang urusan pemerintahan daerah
kabupaten/kota
2. Meningkatkan program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD

Arah kebijakan dalam rangka Meningkatkan program penunjang urusan
pemerintahan daerah kabupaten/kota, diprioritaskan pada Persentase
pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah, yang akan dilakukan
melalui :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
1.2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
2.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2.2. Penyediaan adminsitrasi pelaksanaan tugas ASN
2.3. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan
SKPD
3. Administrasi Umum Perangkat Daerah
3.1. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
3.2. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
3.3. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor
3.4. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
3.5. Fasilitasi kunjungan tamu
4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
4.1. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas
Jabatan
4.2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya
5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
5.1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
5.2, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
5.3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor



5.4. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan

Daerah

6.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan
Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

6.2. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

6.3. Penyedian jasa pemeliharaan,Biaya pemeliharaan pajak kendaraan
perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan

6.4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung
Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD

7.1. Penyelenggaraan Administrasi Kenangan DPRD

7.2. Pelaksanaan Medical Check Up DPRD

Layanan Administrasi DPRD

8.1. Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD

8.2. Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD

Arah kebijakan dalam rangka Meningkatkan program dukungan

pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, diprioritaskan pada Persentase
terlaksananya tugas dan fungsi DPRD, yang akan dilakukan melalui :

1.

Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD

1.1. Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan
Daerah

1.2. Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik

1.3. Penyusunan Tata Tertib DPRD

Pembahasan Kebijakan Anggaran

2.1. Pembahasan KUA dan PPAS

2.2 Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
2.3 Pembahasan APBD

2.4 Pembahasan APBD Perubahan

2.5 Pembahasan Pertanggungjawaban APBD
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan

3.1 Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan
oleh Badan Pemeriksa Keuangan

3.2 Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala
Daerah
Peningkatan Kapasitas DPRD

4.1 Orientasi DPRD

4.2 Pendalaman Tugas DPRD

4.3 Publikasi dan Dokumentasi Dewan

4.4 Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli

4.5 Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi

4.6 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat

4.7 Penyusunan Program Kerja DPRD

Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat
5.1 Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD



5.2 Pelaksanaan Reses
6. Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD
6.1 Penyusunan Kode Etik DPRD
7. Fasilitasi Tugas DPRD
7.1 Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPD

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka
waktu tertentu. Untuk mencapai visi Mewujudkan Kabupaten Pasuruan demi
masyarakat Kabupaten Pasuruan yang efektif dan efisien melalui
penyelenggaraan pemerintahan yang aspiratif, partisipatif dan transparan
Sekretariat DPRD termasuk sebagai SKPD yang memiliki peran untuk dapat
mewujudkan visi, misi tersebut. Dalam menunjang terwujudkan visi dan misi
tersebut Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan dalam Rencana Kerja Tahun
2024 menetapkan tujuan memberikan dukungan dan ikut bertanggungjawab
atas tercapainya tujuan Pemerintah Kabupaten Pasuruan yang menjadi
fungsi/bidang kewenangannya yaitu “Mewujudkan pelayanan Sekretariat
DPRD yang berkualitas “. Sedangkan Sasaran adalah merupakan penjabaran
dari tujuan, sasaran menggambarkan hasil yang ingin dicapai secara nyata
oleh instansi pemerintah dalam rumusan spesifik, terukur, mudah dicapai,
rasional, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran
dirancang pula indikator sasaran. Yang dimaksud dengan indikator sasaran
adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan
pada tahun bersangkutan. Setiap indikator sasaran disertai dengan rencana
tingkat capaiannya (targetnya) masing-masing. Sasaran diupayakan untuk
dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan
sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis. Atas dasar
arti dan makna penetapan sasaran dimaksud, maka sasaran yang ingin
dicapai adalah: Meningkatnya kepuasan anggota DPRD terhadap kinerja
Sekretariat DPRD, Meningkatnya fasilitasi fungsi Pembentukan Peraturan
daerah, Meningkatnya Fasilitasi jaring aspirasi masyarakat.



Tabel 3.2
Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tahun 2024
- - = : . i o T Target
Tujuan/ Sasaran/ | Indikator Kinerja | Realisasi 2022 | Pro 2023 -
SPM/IKK i . 2024
Tujuan dan sasaran
sesuai Renstra 2024-
2026
Meni tn
k;ﬁ:gﬁ pglaayanan Indeks Kepuasan 78%
L1
DPRD Anggota DPRD
Meaingkatiya kualitas ﬁﬁedf’%sﬁp'%" =gy 92%
Q
layanan kepada DPRD ferpeniihi
Meningkatnya
Akuntabilitas Kinerja Nilai SAKIP 76,99
Perangkat Daerah
by _.__.Im_'_ .1: “..l s - - —- i)
Tujuan dan sasaran
sesuai Renstra 2018-
2023
Mevwujudkan IKM 100% 100%
Pelayanan Sekretariat
DPRD yang Berkualitas
Meningkatnya fasilitasi | Prosentase aspirasi | 86% 100%
terhadap aspirasi masyarakat yang
masyarakat berhasil difasilitasi
Meningkatnya Nilai SAKIP 76,44 76,68
Akuntabilitas Kinerja
Perangkat Daerah

3.3 Program dan Kegiatan
a. Faktor - faktor Rumusan Program dan Kegiatan
Program adalah istrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan
yvang akan dilaksanakan atau kumpulan kegiatan yang sistematis dan

terpadu untuk mendapatkan suatu hasil yang dilaksanakan oleh satu atau

beberapa Instansi Pemerintah. Kegiatan merupakan segala sesuatu yang
harus dilakukan dalam merealisasikan program. Kegiatan mencerminkan

strategi yang konkrit untuk diimplementasikan dengan sebaik-baiknya

dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran.




b. Rekapitulasi program dan kegiatan

Program dan Kegiatan Sekretariat DPRD tahun 2024 adalah sebagai
berikut :

No Program Kegiatan/Sub Kegiatan
1 | PROGRAM 1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi
PENRURJANG Kinerja Perangkat Daerah
URUSAN 1.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan
PEMERINTAHAN Perangkat Daerah
DAERAH

1.2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
2.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2.2. Penyediaan adminsitrasi pelaksanaan
tugas ASN
2.3. Pelaksanaan Penatausahaan dan
Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD
3. Administrasi Umum Perangkat Daerah
3.1. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
3.2. Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
3.3. Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
3.4. Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang-undangan
3.5. Fasilitasi kunjungan tamu
4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang
Urusan Pemerintah Daerah
4.1. Pengadaan Kendaraan Perorangan
Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
4.2. Pengadaan Sarana dan Prasarana
Pendukung Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya
5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
5.1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
5.2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik
5.3. Penyediaan Jasa Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
5.4. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
Kantor
6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
6.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan
Kendaraan Dinas Operasional atau
Lapangan
6.2. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung

KABUPATEN/KOTA




Ne

Program

Kegiatan/Sub Kegiatan

Kantor dan Bangunan Lainnya

6.3. Penyedian jasa pemeliharaan,Biaya
pemeliharaan pajak kendaraan
perorangan dinas atau kendaraan dinas
jabatan

6.4, Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan
Prasarana Pendukung Gedung Kantor
atau Bangunan Lainnya

. Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD

7.1. Penyelenggaraan Administrasi
Keuangan DPRD
7.2. Pelaksanaan Medical Check Up DPRD

. Layanan Administrasi DPRD

8.1. Penyelenggaraan Administrasi
Keanggotaan DPRD

8.2. Fasilitasi Rapat Koordinasi dan
Konsultasi DPRD

PROGRAM
DUKUNGAN
PELAKSANAAN
TUGAS DAN FUNGSI
DPRD

. Pembentukan Peraturan Daerah dan

Peraturan DPRD

1.1. Penyusunan dan Pembahasan Program
Pembentukan Peraturan Daerah

1.2. Fasilitasi Penyusunan
Penjelasan/Keterangan Naskah
Akademik

1.3. Penyusunan Tata Tertib DPRD

. Pembahasan Kebijakan Anggaran

2.1. Pembahasan KUA dan PPAS

2.2 Pembahasan Perubahan KUA dan
Perubahan PPAS

2.3 Pembahasan APBD

2.4 Pembahasan APBD Perubahan

2.5 Pembahasan Pertanggungjawaban
APBD

. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan

3.1 Pengawasan Tindak Lanjut Hasil
Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh
Badan Pemeriksa Keuangan

3.2 Pembahasan Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban Kepala Daerah

. Peningkatan Kapasitas DPRD

4.1 Orientasi DPRD

4.2 Pendalaman Tugas DPRD

4.3 Publikasi dan Dokumentasi Dewan

4.4 Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim
Ahli




No

Program

Kegiatan/Sub Kegiatan

4.5 Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi
4.6 Penyelenggaraan Hubungan
Masyarakat
4.7 Penyusunan Program Kerja DPRD
Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi
Masyarakat
5.1 Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran
DPRD
5.2 Pelaksanaan Reses
Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik
DPRD
6.1 Penyusunan Kode Etik DPRD
Fasilitasi Tugas DPRD
7.1 Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan
Tugas DPRD




BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SEKRETARIAT DPRD

Sekretariat DPRD dalam mewujudkan sasaran memiliki Program
Penunjang Urusan Pemerintah dan Program Pendukung Pelaksanaan Tugas dan
Fungsi DPRD. Program Penunjang urusan Pemerintah terdiri dari: Administrasi
Keuangan Perangkat Daerah terbagi dalam 2 kegiatan, Administrasi Barang Milik
Daerah Pada Perangkat Daerah 1 kegiatan, Layanan Keuangan danKesejahteraan
DPRD terbagi dalam 2 kegiatan, Layanan Admiistrasi DPRD 1 kegiatan,
Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintah terbagi dalam 4 kegiatan,
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
terbagi dalam 4 kegiatan, Administrasi Umum Perangkat Daerah terbagi dalam 5
kegiatan, serta Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah
Daerah terbagi dalam 2 kegiatan. Sedangkan Program Pendukung Pelaksanaan
Tugas dan Fungsi DPRD terdiri dari: Pembentukan Peraturan daerah dan
Peraturan DPRD 1 kegiatan, Peningkatan Kapasitas DPRD terbagi 2 kegiatan,
Pembahasan Kebijakan Anggaran terbagi 2 kegiatan, Penyerapan dan
Penghimpunan Aspirasi Masyarakat 1 kegiatan, serta Fasilitasi Tugas Pimpinan
DPRD. Secara rinci rencana kerja dan pendanaan dapat dilihat pada tabel di

bawah ini :
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RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN OPD TAHUN 2024

DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025
KABUPATEN PASURUAN

OPD :SEKRETARIAT DPRD
Rencana Takms 3004 Prakirasan Maju Rencans Tahun 2025
5} 3] 1 1% 115
—
Peronoanaan, S Selkwan iendlnm dok 1002 Perencanaan, Sekvwan Tersedianys dok 100
Penganggnran, perencanasn, Pengangyarsn, dan perencansan,
Evaluasl Kinerja penganggaran, dam Evalvani l!inn;jt penganggaran, dan
Perangkat Dasrah evalunsl yang selaras 90.000.000 Perangkat Dasrah evaluasi yanyg selaras 90.000.000
Penyuaunan Dokumen Selcorany | Tersusunnya Dokumen 4 Dokurnen Penyusunan Dokumen Gekvwan Tersusunnya Dokumen 4 Dokumen
Perencanaan Peranghat Perencanasn Peranghet Peremicanasn Perangkat Perencanaan Perangkat
Dasrah Dagrah Dasrah Dasersh
5%5.000.000 55.000.000
Evaluasi Kinerja Sekwan | Terlakoananya Evaluasi 2 Japoran Evaluasi Kinerja Peranglkat | Sekwan Terlakeananva Evaluasi 2 laporan
Perangkat Daerah Kinerja  Perangkat Dasrah Kinerja  Perangkat
Daerah Daerah
35.000.000 35.000.000
Administyasi Hevangn Selwan | Tersedinoya laporan 10056 Adsdnistrasci Kevnngan Sckvan Tersedianya laporan 100%
gl iz 6.786.664.002 & a2 5.786.664.002
Penyediaan Gaji dan Bekwan | Terssdianya Gagi dan 364 ftahun Penyediaan Gaji dan Selcoran Tersedianya Gaji dan 364 /tahun
Tani A ; =
unjengan ASN Tunjangan ASN 2.885.114.002 | Turjangan ASN Tunjangan ASN 3.889.114.002
Penyediaan Administrasi Sekwan | Tersedianya Administresi 12 Penyediaan Administrasi Beltwan Terssdianve Administrasi 12 Dokumen
Pelaksanaan Tugas ASN Pelaksanasn Tugas ASN Dokumen Pelaksanaan Tugas ASN Pelaksanaan Tugas ASN
1.753.550.000 1.753.550.000




Pelakeanaan Sekwan | Terlakaananya 12 Pelaksanasn Sckwan Terlakeananya 12 Dokumen
Penataveahasn dan Penatausahasn dan Dokumen Penatauieahaan dan Penatsusahaan dan
Pengujian/Verifikani Pengujian /Verifikasi Pengujien, Veriftkasi Pengujian/ Verifikngi
Keuangan SKPD Keuangan SKPD 144,000.000 Keuangan SKPD Keuangan SKPD 144,000.000
Administres] Busng Sekwan | Teriaksananys 100% Administeasi Barang Milik | Sekwan Teslaksananyn 10076
Mtk Daernh pada pengelolnan BMD dengan Daerah pada Peranghat pengelslsan BMD dexgan
Pangamanan Barang Milik | Sekwan | Terlakasnanya 2 Dokumen Pengamanan Barang Milik Salroran Terlaksananya 2 Dokumer
Dasrah SKPD Pengarneanan Barang Milik Daerah SKPD Pengmmanan Barang Milik
Daerah SKPD s S Daersh SKPD e
Administrast Umom Sekwan | Tersadianys kebotuban 100 Administrasi Umno Salroran Tersedianyn kebutuhan 100%
Peranghat Dusrah amum perangist dasseah Perungkat Dascah umum persnghut daerah
3.287.737.200 3.287.737.200
Penyedisan Komponen Sskwan | Tersedianya Komponen 12 Paket Penyediasn Kemponen Sekwan Tersedianya Kemponen 12 Paket
Instalaai Instalani Instatasi Instalasi
Listrik/Penerangan Listrik /Penerangan Listrik/Penerangan Lintrik/Penerangsn
Bangunan Kantor Bangunan Kantor 121.501.000 Bangunan Kantor Bengunan Kentor 121.501.000
Penyediaan Bahan Sekwan | Teraedianya Bahan 12 Paket Penyediaan Bahan Logistik Sekwan Tersedianya Bahan 12 Palst
Logiatik Kantor Logistik Kantor 1.0850.650.200 Kantor Logietik Kantor 1.950.650.200
Penyediasn Barang Sekwan | Termedianya Barang 12 Paket Penyediasn Barang Cetakan | Sekwan Tersedianya Barang 12 Paket
Cetakan dan Cetakan dan dan Penggandaan Cetakan dan
i Pt e 235.086.000 rased 235.,086.000
Penyedinan Bahan Sekwan | Teraedianya Bahan 12 Penyediasn Bahan Bacean Sekwan Tersedianya Bahan 12 Dokumen
Bacaan dan Paraturan Bacaan dan Peraturan Dokumen dan Peraturan Perundang- Bacaen dan Peraturan
Perundang-undangsn Parundang-undangan undangan Perundang-undangan
265.000.000 265.000.000
Faailitasi Kunjungan Sekwan | Terlaksananys Fazilitasi 12 Laporan Faailitasi Kunjungan Tamu | Sekwan Terlakasnanya Fasilitesi 12 Laporan
Tamu Kunjungen Tamu 715.500.000 Kunjungan Tamu 715.500.000
Pongndasn Barang Milfk | Sekwan | Terlaksananyn 98% FPengadsan Bamng Millk Sehwan Tetiakssnnsiys 28%
Panunjang pengnidaan BMD Daseah Pesunjeng Urnsan pangndsan BMD
Urusan Pamerintsh 8.916.953.021 | Pemerintak Daerah 104.828.532.821
Paerah
Pengadsan Kendaraan Selwan | Tersedianya Kendaraan S Unit Pengadasn Kenderasn Sekwan Tersedianya Kendarean S Unit
Percrangsn Dinas atauw Parorangat; Dinms atau Perorangan Dinas atau Dinse atan
Kendaraan Dinas Jabatan Kendaraan Dinas Jabatan Kendaraan Dinas Jabatan Kendaraah Dinas Jabatan
3.200.000.000 3.200.000.000




Sarana dan Sedwan | Termedinnys Sarana dan 168 unit Pengadaan Sarana dan Sekwan Tarsedianys Sarana dan 168 unit
Prasarana Pendukung Prasarana Pendukung Prasarana Pendulung Prasarana Pendukung
Gedung Kantor atau Gedung Kantor atau Gedung Kentor atan Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya Bangunan Lainnya Bangunan Lainnya Bangunan Lainnya
3.716.963.811 101.628.582.42]

Penyedisan Jasa Sehowan | Terpsanhinya 1007 Panyodisan Jass Sakwan Terponnhinya 100%
Penunjeng Urasan peounjang operasional Permnjang Urusen pesunjang operasional
Pemerintahan kantor 869.876.000 Pemerintaban Deerah kanbor B89.878.000
Penyedinan Jaaa Surat Sekwan | Terlaksananya 6 Laporan Penyediaan Jass Surat Sakwan Terlaksananya 6 Laporan
Memyurat Penyadiaan Jasa Surat Meanyurat Penyedinan Jasa Surat

Mmyurat 8.000.000 Mmm 8.000.000
Penyediaan Jasa Sekwan | Tersadianya Jaza 12 Laporan Penyediann Jass Erbouiny: Tersedianya Jasa 12 Laparan
Komunikaasi, Sumber Komunikasi, Sumber Komunikaei, Sumber Daya Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik Daya Air dan Listrik 627.650.000 | Air dan Listrik Daya Air dan Liatrik 627.650.000
Penyediaan Jasa Sekwan | Tersedianya Jasa 12 Laporan Penysdiaan Jaza Peralatan Sakwan Tersedianya Jasa 12 Laporan
Peralatan dan Peralatan den dan Perlengkapan Kantor Peralatan dan
Perlengkapan Kantor Parlengkapan Perlengkapan

Kantor 234.228.000 Kantor 234.228.000
Pemsliharaan Barang Sekwan | Tersedianya BMD yang 100%: Pexnelibavasn Barang Sekwan Tersedisnyn BMD yaayg 100%
Milik Dasrah Penunjeng dapet bevopezasl dengan Milik Dasrak Pennnjeng dapat beroparssl dengan
Urusan Pamerintaban badle 7.783.142.240 | Urnsan Pemaerintahan baik 7.783.142.240
Daezah Daerah
Penyediaan Jasa Sekwan | Tersedianya Jasa 24 Unit Penyediaan Jasa Sekwan Tersedianya Jasa 34 Unit
Pemneliharaan, Biaya Peameliharaen, Biaya Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Bisya
FPemeliharasan, dan Pajak Pemelibaraan dan Pajak Pemeliharnan, dan Pajak Pemeliharaan dan Pajak
Kendaraan Parorangan Kendaraan Perorangan Kendaraan Perorangan Kendaraan Parorangan
Dinas atau Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinne atau Kendaraan Dinas atau Kendaraan
Dines Jabatan Dinsa Jabatan 1.308.006.340 | Dinss Jabatan e 1.308.236.340
Penyediaan Jasa Sekwan | Tersedianya Jasa 24 Unit Penyedinan Jasa, Sekwan Tersadianya Jasa 24 Unit
Pemeliharaan, Bisya Pemeliharasn, Biaya Pemeliharaan, Biaya Pameliharaan, Biaya
Pamsliharasn, Pajak dan Pameliharaan, Pajak dan Pemsliharaan, Pajak dan Pemelibaraan, Pajak dan
Perizinan Kendarasn Perizinan Kendaraan Perizinan Kendarann Dinas Perizinan Kendaraan
Dinas Operasional atau Dinas Operasional atau Operasional atau Lapangan Dinss Operasional aian
R ———. 110.290.900 Lapangsn 110.290.900




Pemeliharasn/Rehebiliteai | Sekwan | Terlaksananya 5 Unit Pemeliharaan /Rehabilitasi Sekwan Terlakasananya S Unijt
Gedung Kantor dan Psmeliharaan/Rehabilitast Gedung antor dan Pemeliharaan / Rehabilitasi
Bangunan Lainnys Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Gedung Kantor dan
Bangunan Lainnya Bangunan Lainnya
5.820.865,000 5.820.865.000
Pameliharaan /Rehabilitasi | Sekwan | Terlaksananya 168 Unit Pemeliharaan /Rehabilitaai Sekwan Terlaktsananya 168 Unit
Sarana dan Prasarana Pameliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pemaliharaan/Rehabilitasi
Penduloung Gedung Sarana dan Prasarana Pendulung Gedung Kentor Sarana dan Prasarans
Kantor atan Bangunan Pandukung Gedung atau Bangunan Lamnya Pandukung Gedung
Lainnye Kantor atau Kantor atau
Bangunen Lainnya 543.750.000 Bengunan Lainnya 543.750.000
Layanan Keuangan dan Sskwan | Terlaksananys 100% Layunan Keuangan dan Selowan Tazlaksananya 100%
Eessjabterann DPRD aprresimoel ool Kessfalteraan DPRD aperasional
DPRD hail 34.438.389.643 DERD el 34.425.389.642
Penyelenggaraan Sekwan | Tersedianya Hak 50 Penyelenggnraan Selowan Tersedianya Hak 50 Crang.Bulan
Administrasi Keuangan Keuangan Anggota DPRD Orang.Bulan Adminiatrasi Keuangan Ksuangan Anggota DPRD
MBS 33.920.389.643 | DPRD 33.920.389.642
Penyediaan Pakaian Dinas | Sekwan | Terlaksananya 150 Paket Penyediaan Pakajan Dinas Selovan Terlaksananya 150 Paket
dan Atribut DPRD Penysdiaan Pakaian dan Atribut DPRDY Penyediaan Pakaian
Dinas dan Dinsas dan
Atribut DPRD 380.000.000 Atribut DPRD 380.000.000
Pelakaanaan Medical Sekwan | Terlakusnanya Medical 50 Orang Pelaksanaan Medical Chack | Sekwan Tertaksananya Medioal 50 Orang
heck Up DPRD Chack DFRD Up DPRD Check PRD
- 4 i 125.000.000 | © s 125.000.000
Lapanan Administrasi Sekwan | Terssdisnys fasiiitast 100% 3 Layanan Administresi Sakwan Tersodianys fasilitasl 100% b
DPRD aktifitas sngyots DPFRD : $21.385.000 DPFRD aktifitas anggots DPFRD 621.385.000
Penyelanggaraan Solwan | Terlaksananya 2 Dokumen Penyelemggaraan Sekwan Terlaksananya 2 Dokumen
Administrasi Keanggotann Penyelenggarasn Administrasi Keanggotann Penyelenggaraan
DPRD Administrasi DPRD Administrasi
Keanggotann DPRD 425.000,000 Keanggotaan DPRD 325.000.000
Fasgilitasi Rapat Sakwan | Terlaksananya Fasilitasi 2 Dokumen Faailitasi Rapat Koordinaai Selwan Terleksananya Fasilitas 2 Dokumen
Eoordinasi dan Konsultasi Rapat Koordinasi dan den Konsaultasi DPRD Rapat Koordinasi dan
DPRD Konsultaai DPRD Konsultasi DPRD
296.385.000 266.385.000




-1 T ADGNAN ONINGAN | il | Teikewimors dediigen —_— e '
DAN FUNGSI DPRD terhadap pelaksansan i
72.428.565.800 76.516.996.500 E_
Pembentukan Persturam | Selwan | Terpennhioys Inyanun i2 Panbentukan Peraturan Swlowan Tarpecahinya layanan 12 Dokmwmen g
Daorah dan Peratnran pembeniniran parda den Dolmmean Dacrah dus Peyeturan pembentuksn perda dan :
Penyusunan dan Sekwan | Terlaksananya 12 Penyuasunan dan Sekwan Terlakzananya 12 Dokumen
Pembahagan Program Penyusunan dan Dokumen Pembaheasan Program Penyusunan dan
Pembentukan Peraturan Pembahasan Program Parnbentukan Peraturan Pembahasan Program
Dasrah Pembentukan Peraturan Daserah Pambentukan Peraturan
Dasarah 926.560.800 Daerah 926.560.800
Fasilitasi Penyusunan Sekwan | Terlaiczenanya Fasilitasi 12 Fagilitasi Penyusunan Sekwan Terlaksananya Fasilitasi 12 Dollumen
Penjelasan/Keterangan Penyusunen Penjelasen Dokumen Penjelasan/Keterangan Penyusunan Penjelasan
Naskah Akademik atau Keterangan Naskah Akademik atau Ketersngan
dan fatau Naskah den/atau Naskah
Akademik 780.000.000 Akademik T80.000.000
Penyusunan Tata Tertib Sekwan | Terausunnya Tata Tertib 1 Dokumen Penyusunan Tata Tertib Sekwan Tersusunnya Tata Tartib 1 Dokumen
i b 145000000 | DFRD i 145.000.000
Pamnbahasan Kebijakan Selwan | Proseutase rapat 100% Pemnbahasan Kebijakan Sekwan Prosentase rapat 1000
tezhadup jumiah rapet 2.690.335.000 techndep fumiah rapat e
Pembahasan KUA dan Sekwan | Terlaksananya 1 Dokumen Pembahasan KUA dan PPAS | Selwan Terlakzananya 1 Dokumen
PPAS Pambehasan KUA dan Pembahasan KUA den
20 145.000.000 iy 145.000.000
Pembahasan Perubahan Sekwan | Terleksmnanya 1 Bokumen Pembahaaan Pecubahen Sekwan Terlaksananya 1 Dokumen
KUA dan Perubahan PPAS Pemhbahasan Psrubahan KUA dan Perubahan PPAS Pembahasan Perubahen
KUA dan Perubahan PPAS KUA dan Perubahan PPAS
135.000.000 135.000,000
Pembahasan APBD Sekwan | Terlaksananya 28 Pembahasan APBD Sekwan Terlakeananya 28 Dokumen
Pembahasan APBD Dokumen 2.000.000.000 Pambahasan APED 2.000.000.000




Permbahasan APBD Sekwan ;| Terlakaananya 1 Dokumen Pembahasan APBD Sekwan Terlaknananya 1 Dekumen
Perubahan Pembahasan APBD Perubahan Pembahasan APBD

Silsher 135,000.000 Fashaluy 135.000.000
Pembahasan Sekwan | Terlaksanenya 1 Dokumen Pembahasan Sekwan Terlaknananya I Dokumen
Pertangmungjawaban Pembahaaan Pertanggungjawaban APBD Pambahasan
AFBD Partanggungjawaban Partanggungjawaban

APBD 275.438,000 AFBD 275.335.000

Sekwan | Teriaksasanys 100% Pongnwasan Selowan Teodaksananyn 100%

Pemarintahan penyolsngguraan 275.000.000 Pemszintahan penyeiongparann I78.000.000

pamarintah pemaerintah :
Pengawasan Tindak Sekwan | Terlaksananya 1 Dokumen Pengawasan Tindak Lanjut Sakwan Terlaksananya 1 Dokumen
Lanjut Hasil Pemeriksnan Pengawaaan Tindak Hasil Pematiksann Laporan Pengawasan Tindak
Laporan Keuangen oleh Lanjut Hesil Pemarikazan Reuangan olet: Badan Lanjut Hesil Pemeriksaan
Badan Pemerikaa, Laporan Keuangan oleh Pemerikaa Ksuangan Laporan Keuangan olsh
Keuangsn Badan Badan

Pemeriksa Keuangan 140.000.000 Pemnerikaa Keuangan 140.000.000
Pembahasan Laporan Sekwan | Terlaksananya 1 Dokumen Pembahasan Laporan Sakwan Terlaksananya 1 Dekumen
Keterangan Pemhahasan Laporan Katerangan Pembahaaan Laporan
Pertanggungjawaban Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Keterangan
Kepala Dasrah Pertanggungjawaban Daerah Pertangpungjawaban

Kepala Dascah 135.000.000 Kepaln Dasrah 135.000.000
Peniogkatan Kapasitas Sokwan | Tezlaksamanmyn 100% Fexingkatan Kapasitas Sakwan Terlnksananya 100%
DPRD keterpenniban layanan DPFRD keterpemnhan lsysnan

peningkatan kapasitin 33.779.001.000 peningkatan kapasitas

: Jambaga DFRD lombagn DPRD

Orientasi DPRD Sokwan | Teraslenggaranya 1 Dokumen Crientasi DPRD Sskwan Tersalenggaranya 1 Dokumen

Onientasi DPRD 750.000.000 Orientasi DPRD 750.000.000
Pendalaman Tugas DPRD | Sekwan | Terlalaananya 4 Dolumen Pendalaman Tugas DPRD Belowan Tetlaksananya 4 Dokumen

Pendelaman Tugas DPRD Pendalaman Tugss DFRD

4,668.120.000 4.668,120.000

Publikasi dan Sekwmn | Terfaksananya 123 Publikasi dan Dolumentasi | Sekwan Teriaksananya 12 Dokumen
Dokumentasi Dewan Penyebarluasan Produk Dokumesn Dewan Penyebarluasan Produis

Hukum Deerah, Publikasi Hukum Daerah, Publikasi

dan Dolumentasi Dewan dan Dokumentasi Dewan

4.000.000.000 4.000.000.000




Penyediaan Kelompok Sekwan | Tersedianya Kelompok & orang Penyediaan Keloropok Paksr | Sekwan Tersadianya Kelompok B orang
Paksr dan Tim Ahli Pakar dan Tim Ahli - 120.000.000 dan Tim Ahh Pakar dan Tim Ahli 120.000.000
Penyediaan Tenaga Ahli Sekwan | Tersedianya Tenaga Ahli 7 Orang Penyediaan Tenaga Ahli Sekwan Teraedianya Tenaga Ahli 7 Crang
i 2 450,000,000 | Frakel Fomlant 450.000.000
Penyelenggaraan Sekwan | Terselenggaranya 12 Penyelenggaraan Hubungan | Selwan Terselenggaranya 12 Dokumen
Hubungan Masysrakat Hubungan Muyarakst Dokumen 23.665.881.000 | Masyarakat Hubungan Masyarakat 27 754.312.000
Penyusunan Prograrn Sekwan | Tersusunnya Rencana 1 Dokumen Penyusunan Program Kerja | Sefowan Terausunnya Rencana 1 Dokumen
Kegja DPRD Kerja DPRD 125.000.000 DPRD Kerja DFRD 125.000.000
Paxyerspan dan Sekwan | Tesdakssnanyas lxyanan 1007 Penyerapan dan Salowan i‘dm layanan 100%
Masyarakat dan parhimpunan 2.137.480.000 | Masyarakat dan perhbimpunan 2.137.450.000
_sspirasi magyaraiat :
Penyuaunan Pokok-Pokok | Sekwan | Tersusunnya Pokok- 5¢ Penyuaunan Pekok-Pokok Bakwan Terauaunnya Pokok- 50 Dokumen
Pikiran DPRD Pokok Pikiran DPRD Dokumen 128.000.000 Pikiran DPRD Pokok Pikiran DPRD 138.900.000
Pelakeanaan Reaes Sekwan | Terlaksananye Resea 3 Dokurnen Pelaksanann Resse Bolowan Terlaksananya Reasa 3 Dokumen
1.998.550.¢00 1.998.550.000
Palaksansan dan Sakwan | Terpenuhonys dokumen 100°% Palaksnnann den Selowvan dolamen 100%
Pengawanan Hode Rtk pelaksansan dan Peungswassn Kods Etih pelaksansan den
DPRD pengawasan Kode Etik 127.480.000 DPRD pragswasan Kode Etik 127.450.000
DPRD DPRD i ;
Penyusunan Kode Etik Sekwan | Tersusunnya Kode Etik 1 Dokutmnen Penyusunan Kods Etik Selovan Tersusunnya Kode Etik 1 Dokumen
DPRD dan Tate Beracara DPRD DPRD dan Tata Beracara DPRD
127.450.000 127.450.000
Fasilitesi Tugas DPFRD Sekwan | Teriakssnavys inyanan 100% Fagititasi Togss DPRD el Tedaksananwys layanan 100%
Kunjongen Kexje DFRD 31.567.769.000 Ennfungen Kezja DPRD 31.867.769.000
Koordinasi dan Sekwan | Terlaksananya Koordinasi 12 Koordinasi dan HKonsultasi Sekwan Terlaksananya Koordinasi 12 Dokumen
Konaultasi Pelaksanaan dan Konsultasi Dokumen Pelaksanaan Tugas DPRD dan Konsultasi
Tugas DPRD Pelaksanaan Tugas DFRD Pelaksanaan Tuges DPRD

31.567.769.000

31.567.769.000

L




BABV
PENUTUP

Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan Tahun 2024
merupakan bagian dari rangkaian perencanaan pembangunan sesuai dengan
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional, dan digunakan sebagai pedoman dalam
melaksanakan tugas pokok dan fungsi di Sekretariat DPRD Kabupaten
Pasuruan. Rencana Kerja Sekretariat DPRD Tahun 2024 disusun
berdasarkan Rencana Kerja DPRD yang dijabarkan dalam Program dan
Kegiatan sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi Sekretariat DPRD, indikator,
target kinerja dan pagu anggaran, disusun lebih rinci agar mempermudah
pelaksanaan dan evaluasi tiap program dan kegiatan yang direncanakan.
Penyusunan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan Tahun
2024 diharapkan dapat mendukung pelaksanaan kegiatan DPRD sehingga
dapat mendukung agenda kegiatan DPRD dengan baik dan lancar serta
secara keseluruhan dapat mendukung keberhasilan pembangunan.

Optimalisasi hasil pelaksanaan kegiatan pencapaian kinerja yang
diharapkan, setiap bagian dari organisasi yang secara langsung bertanggung
jawab terhadap kegiatan tersebut, dan berkewajiban untuk menuangkan
kegiatan tersebut ke dalam bentuk dokumen teknis operasional kegiatan,
yaitu Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja (RKA) maupun Dokumen
Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja (DPA) yang tepat, akurat dan terencana
dengan baik.

Program dan Kegiatan yang telah disusun dalam Renja Sekretariat
DPRD Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 nantinya akan menjadi pedoman
dalam pelaksanaan program dan kegiatan di Sekretariat DPRD tahun 2024.

Selain itu, pada saat kegiatan akan dilaksanakan, setiap pengelola
kegiatan maupun penanggung jawab kegiatan perlu melakukan pengendalian
secara periodik dilaksanakan melalui monitoring dan evaluasi baik terhadap
rencana kegiatan dan rencana anggaran sehingga program dan kegiatan yang
akan telah direncanakan dapat terkontrol dari segi waktu pelaksanaan
maupun dari segi anggaran. Hal ini perlu dilakukan mengingat kegiatan
monitoring merupakan suatu proses manajemen yang tidak terpisahkan
dengan fungsi lainnya seperti perencanaan, pengorganisasian dan
pelaksanaan sedangkan kegiatan evaluasi juga sangat bermanfaat sebagai

umpan balik bagi perencanaan yang akan datang.



Hal ini perlu dilakukan mengingat kegiatan monitoring merupakan
suatu proses manajemen yang tidak terpisahkan dengan fungsi lainnya seperti
perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan sedangkan kegiatan evaluasi
juga sangat bermanfaat sebagai umpan balik bagi perencanaan yang akan

datang.

BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF



